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1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan public.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Upaya pemerintah untuk melibatkan
Masyarakat dalam pelayanan public melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Forum
Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatandialog yang dilakukan secara dua arah
oleh penyelenggara dengan public. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP.
Antara lain terkait dengan rancangan kebijakan , penerapan kebijakan, dampak
kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan
pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran
kepada penyelenggra pelayanan public atas layanan yang digunakan sebagai
pengguna layanan.

Adanya penyelenggraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggra pelayan
maupun publik. Penyelenggra pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik
mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai
sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi penyenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain
bagi public sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah
untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan
publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.
Selain itu, penyelenggraan FKP merupakan salah satu Upaya penyelenggara
pelayanan meyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau
meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan public, Berkaitan dengan hal
tersebut, FKP penting untuk diselenggrakan pada Pemerintah Kota Bekasi.



1.2 Tujuan dan Manfaat

A. TUJUAN
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada inspektorat Daerah Kota

Bekasi bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan partisipasi

Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Inspektorat

Daerah Kota Bekasi.

Adapun tujuan pelaksanaan FKP meliputi:

1.

Mendapatkan masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi,
khususnya terkait dengan pengawasan, konsultasi, pengaduan
masyarakat, serta layanan informasi publik.

Mengedintifikasi kebutuhan dan permasalahan penguna layanan
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Membangun keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam
penyusunan, penyempurnaan, serta pengembangan standar pelayanan
agar sesuai dengan kebutuhan penguna layanan.

Meningkatkan trasparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
pemerintahan melalui penyelenggaraan pelayanan yang terbuka,
responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Menyusun rekomendasi perbaikan pelaynan sebagai tindak lanjut hasil
diskusi antara inspektorat Daerah Kota bekasi dengan
masyarakat,perangkat Daerah, dan pihak terkait.

Mewujudkan Pelayanan publik yang efektif, efesien, dan berintegritas
sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik ( good governance).

B. Manfaat
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) diharapkan memberikan

manfaat sebagai berikut:

1.

Bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi
« Memperoleh masukan langsung dari pengguna layanan sebagai
bahan evaluasi.

e Menjadi sarana untuk mengetahui tingkat kepuasan dan
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kebutuhan masyarakat.
e Mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan
tatakelola pemerintah yang baik ( good governance).
2. Bagi Masyarakat/Pengguna Layanan
o Memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran
terkait pelayanan.
« Mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme
dan jenis layanan inspektorat.
¢ Mendorong pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan responsif.
3. Bagi Pemangku Kepentingan
e Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam perbaikan
pelayanan publik.
o Menjadi wadah bersamauntuk menyusun solusi terhadap
permasalahan pelayanan.
4. Bagi Pemerintah Daerah
e Mendukung terwujudnya penyeleggaraan pemerintahan yang
trasparan,akuntabel, dan Dberorientasi pada pelayanan
masyarakat.
e Menjadi bahan pengambilan kebijakan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada
Inspektorat Daerah Kota Bekasi meliputi pembahasan dan evaluasi
terhadap penyelenggraan peayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melibatkan masyarakat serta
pemangku kepentingan terkait.
Ruang Lingkup kegiatan meliputi :
1. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 Pembahasan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat
Daerah Kota Bekasi.
o Evaluasi terhadap proses, prosedur, waktu layanan, dan
mekanisme pelayanan kepada masyarakat.



2. Pembahasan Standar Pelayanan
e Penyampaian dan peninjauan standar pelayanan yang berlaku.
o Identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar pelayanan agar
lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna layanan.
3. Penjaringan Aspirasi dan Masukan Masyarakat
e Pengumpulan saran, kritik, serta masukan dari masyarakat dan
pemangku kepentingan.
¢ I|dentifikasi kendala yang dihadapi pengguna layanan dalam
memperoleh pelayanan Inspektorat.
4. Pembahasan Jenis Layanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi
¢ Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
¢ Layanan Audit Investigasi
¢ Layanan Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara
e lLayanan Permintaan Bantuan Keterangan Ahli
¢ Layanan Konsultasi Lisan
» Layanan Konsultasi Tertulis
o Layanan Penanganan laporan gratifikasi pada unit pengendalian
gratifikasi
¢ Layanan Probity Audit
¢ Layanan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan
5. Peningkatan Transparansi dan Akutabilitas Pelayanan
¢ Mendorong keterbukaan informasi pelayanan
e Penguatan mekanisme pengawasan dan pertangungjawaban
pelayanan publik.
6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan pelayanan
¢ Merumuskan hasil diskusi sebagai bahan evaluasi.
¢ Menyusun tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di
Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
7. Peningkatan Partisipasi Pemangku kepentingan
¢ Melibatkan unsur masyarakat,perangkat daerah
akademis,organisasi masyarakat, media, dan pihak terkait
lainnya dalam memberikan prespektif terhadap pelayanan publik.



METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan Pada hari Senin
Tanggal : 5 Januari 2026
b. Tempat Pelaksanaan
Bertempat di Ruang Pengawasan 2 Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Penyelenggaraan dan Peserta FKP
a. Penyeleggara
Penyelenggra Kegiatan dari Insektorat Daerah Kota Bekasi
b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Renja
Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2027 adalah seluruh perangkat daerah

Metode Pelaksanaan FKP
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara tatap muka.
Susunan acara FKP

Jam Kegiatan Keterangan

08.30 - 09.00 Registrasi Peserta Panitia

09.00 - 09.05 Pembukaan oleh MC Panitia

09.09-09.10 Pembacaan Doa Panitia

09.10-09.15 Menyanyikan Lagu | Panitia
indonesia Raya

09.15-09.45 Sambutan  Plt.Inspektur | Pit.inspektur Kota Bekasi
Kota Bekasi

09.45-10.45 Pemaparan Rencana | Para Irban dilingkungan
Pelayanan  dilingkungan | Inspektorat Daerah Kota
inspektorat Daerah Kota | Bekasi
Bekasi

10.45 - 11.45 Diskusi / Tanya-Jawab Seluruh Peserta




1.4 HASI PELAKSANAAN FKP

1. Identitifikasi Masalah
a. Masih terdapat keterlambatan penyelesaian penanganan pengaduan
masyarakat karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah
Kota Bekasi
b. Seluruh layanan belum terintegrasi dalam satu platform digital, masih
terdapat proses yang memerlukan input berulang;
c. Keterbatasan anggaran dan wakiu meyebabkan belum sempurnanya
penanganan audit di perangkat daerah
d. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan
sasaran organisasi;
e. Masih ditemukan pelanggaran;
f. Tingginya jumiah konsultasi melalui tatap muka menyebabkan respon belum
seragam dan terdokumentasi dengan baik;
g. Pemberi layanan pada perangkat daerah memiliki tingkat pemahaman
regulasi yang berbeda-beda;
2. Analisis

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik dan Inventarisasi masukan dalam
Forum Konsultasi Publik, masih terdapat beberapa permasalahan yang
mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Kota
Bekasi. Permasalahan tersebut antara lain pada Pelayanan Pengaduan masyarakat
masih terdapat keterlambatan penanganan.

Selain itu pada pelayanan penanganan laporan gratifikasi belum seluruh
masyarakat dan penerima layanan berani melapor tindakan-tindakan gratifikasi
tersebut proses tersebut dibutuhkan sosialisasi terhadap penerima layanan dan
masyarakat
Tingginya Penugasan yang dilakukan oleh auditor dan kurangnya staf pada
inspektorat menjadi penyebab keterlambatan pelayanan pada inspektorat daerah
kota bekasi
Pemahaman serta kemampuan kapasitas pemberi layanan berbeda-beda
mengakibatkan salah presepsi.

Dengan demikian, hasil Forum Konsuitasi Publik menjadi landasan penting dalam
memastikan bahwa arah kebijakan,program ,dan kegiatan terlaksana dengan baik
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam hal

pengawasan.



3. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut Forum Konsultasi Publik, rencana aksi yang akan dilaksanakan

antara lain :

! - any

| Melakukan

Berkelanjutan

layanan monitoring, evaluasi, | monitoring dan
Pengawasan dan pengembangan | rekomendasi
Berbasis digital berkelanjutan. perbaikan
tersedia.

Belum optimainya Penyempumaan Persentase Berkelanjutan
pengelolaan Standar Operasional | penyelesaian
pengaduan Prosedur (SOP) serta | pengaduan
masyarakat peningkatan meningkat

kompetensi petugas | sesuai standar

pengelola pengaduan | pelayanan
Kurangnya Melaksanakan Peningkatan Berkelanjutan
sosialisasi sosialisasi pelayanan | jumiah
mengenai tugas kepada  perangkat | kegiatan
dan fungsi daerah dan | sosialisasi dan
Inspektorat masyarakat melalui | jangkauan

dan kegiatan
Belum optimainya | Melaksanakan Survei | Nilai Indeks | Berkelanjutan
pengukuran Kepuasan Kepuasan
kepuasan Masyarakat secara | Masyarakat
masyarakat berkala dan | meningkat

menindaklanjuti hasil

survei
Belum optimainya | Melaksanakan Pelayanan Berkelanjutan
kompetensi pelatihan pelayanan | Lebih baik
petugas pelayanan prima dan komunikasi




1.5 PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP), Inspektorat Daerah Kota
Bekasi Berkomitmen untuk :

1. Menindaklanjuti masukan pemangku kepentingan dalam rangka mempertajam target
kinerja, sarana, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan
kualitas pelayanan pengawasan.

2. Mengoptimalkan rencana aksi yang dihasilkan sebagai dasar penyempurnaan
dokumen perencanaan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan

3. Menjadikan hasil forum sebagai landasan dalam penyempurnaan layanan yang ada
di Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar lebih baik dan sesuai dengan visi dan misi
Pemerintah Kota Bekasi

Kota Bekasi, $ Januar 2026
Plt.lngpgﬁtge;tﬁqga Bekasi,

i~ ';\‘i I'e

.F -* “

NIP-19690823'200212 1 004
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LAMPIRAN |
1. Berita Acara

PEMERINTAH KOTA BEKASI
INSPEKTORAT DAERAH

JU Jend A Yani No 1 Bekas: Jawa Barat Koce Pos 17141
Emal nspeatoral bexaskota fgmad com Laman  www nspertorat kolabekas: go «d

Nomor: SO 11/ BA 14\ | 1Tko $er

Pada han im senin tanggal ma bulan januan tahun dua ribu dua puluh enam
telah alaksanakan pembahasan Forum Konsultas: Publik pada Inspektorat Daerah
Kota Bekas: sebagai bagian can upaya peningkatan kualitas pelayanan pubiic sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Forum dihadin oleh unsur penyeienggara pelayanan Perangkat Daerah terkant
serta para pemangku kepentngan lannya sebagaimana tercantum dalam daftar
hadgir

Setelah memperhatikan mendengar dan mempertmbangkan

1 Pemaparan maten disampakan oleh Pit Inspektur Kota Bekas Inspektur
Pembantu wiayah | inspektorat Daerah Kota Bewas Inspekiur Pempantu
Wilayah Il Inspektorat Daerah Kota Bekas: Inspextur Pembantu Wiayan Ili
Inspektorat Daeran Kota Bekas: Inspektur Pembantu Investgas: can Inspektur
Pembantu UPD

2 Berdasarkan paparan diskus: serta penyampaan saran dan masukan darn
seluruh peserta forum disepakat beberapa hal sebaga: berikut

a) Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
D) Layanan Aud! Investigas:
) Layanan Auait Pernitungan Kerugian Keuangan Negara
¢) Layanan Permintaan Bantuan Keterangan Ahl
e) Layanan Konsuitas: Tertulis
f) Layanan Konsultas: Lisan
g) Layanan Penanganan Laporan Gratfikas: pada unit pengendalian Gratfixas
n) Layanan Probity Audst
1) Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

3 Menndak lanut hasil Surves Kepuasan Masyarakat sebaga dasar
penyémpurnaan standar pelayanan dan incvas: layanan Inspektorat Daerah
Kota Bekas:

4 Seiuruh masuxan dan rekomendas: peserta forum akan menjad: bahan
penyempurnaan Rancangan awal Rencana Kera Inspextorat Daerah Kota
Bekas: Tanun 2027 sesua: ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian berita acara im gibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua)
untuk dipergunakan sebagamana mestinya



PEMERINTAH KOTA BEKASI
INSPEKTORAT DAERAH

JL .}e'\c A Yan: No 1 Bekas: Jawa Barat. Kode Pos 17141
Emasd spextoral berasmota@gma com Laman  www inspektoratl kolabekas: go id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin 5 Januarn 2026

Pukul : 09 00 W1B s d Selesa
Acara : Review Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Bekas:
Tempat : Ruang Pengawasan 2 Kantor inspektorat Kota Bexas:

Lanta: 4 Gedung D Perkantoran Pemerntan Kota Bekasi
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2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) (Foto-
Foto Pelaksanaan FKP )
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